PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-8/DPRD/8/2021
NOMOR : 180/3/SKB-HK/2021

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3)

1.

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan
keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) serta memperhatikan Rencana Pembangunan J angka
Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur;

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana
dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah
paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kali-
mantan sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3896);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran
negara republik indonesia nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau
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Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199) ;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
136 Tahun 2017);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun
2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden
nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek
strategis nasional (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 259);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955 );
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap
Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-
2033;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara; dan
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47. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Memperhatikan: Rapat Paripurna Ke — 15 Masa Sidang III Dewan Perwakilan

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16
Agustus 2021 tentang Laporan Akhir dan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021-2026.

Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai
Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Lampiran Persetujuan bersama terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2021-2026 Dberdasarkan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 16 Agustus 2021

BUPATI KUTAI KARTAN EGA;Ré/ /KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE

KABUPATEN KUTAI KARTANEGW

: S

EDI DAMANSY ABDUL RASID

Keputusan ini disaghpaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara di — Tenggarong

3. Arsip.



